
https://jdih.pesisirbaratkab.go.id 
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT 

 

   
   
 

 
 

BUPATI PESISIR BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR   8    TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

STANDAR BIAYA HONORARIUM PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA 

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
KABUPATEN PESISIR BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PESISIR BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir 

Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun 

Anggaran 2023 dalam hal standar biaya tertentu yang belum 

tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat diatur 

tersendiri dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa besaran honorarium Panitia dan Sekretariat Panitia 

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 

Anggaran 2023 belum diatur standar biayanya, maka perlu 

diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Honorarium Panitia 

dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022  Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 
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2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5364);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 283 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 76); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 37); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 77);  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 8);  

13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 

330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 

348); 

14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 72 Tahun 2022 

tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 416); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG 

STANDAR BIAYA HONORARIUM PANITIA DAN 

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 

2023.                    

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada 
Pemerintah Daerah. 

6. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah proses pengisian 
jabatan tinggi pratama yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif. 

 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam 

pemberian honorarium kepada Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 

2023.    

Pasal 3 

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai batas tertinggi dalam 

pemberian honorarium kepada Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 

2023. 
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BAB III 

BESARAN HONORARIUM 
 

Pasal 4 

Standar biaya honorarium Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pesisir Barat  Tahun Anggaran 

2023 adalah sebagai berikut: 

I. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

NO JABATAN TAHAPAN KEGIATAN BESARAN SATUAN 

1 Ketua Rapat, Seleksi 
Administrasi dan 

Penjelasan 

Rp. 250.000,- Jam Pelajaran (JP) 

  Pendalaman Pokok 

Pikiran dan 
Wawancara 

Rp. 250.000,- Jam Pelajaran (JP) 

  Evaluasi Akhir Rp. 250.000,- Jam Pelajaran (JP) 

2 Anggota  Rapat, Seleksi 
Administrasi dan 
Penjelasan 

Rp. 225.000,- Jam Pelajaran (JP) 

  Pendalaman Pokok 

Pikiran dan 
Wawancara 

Rp. 225.000,- Jam Pelajaran (JP) 

  Evaluasi Akhir Rp. 225.000,- Jam Pelajaran (JP) 

 

II. Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

NO JABATAN BESARAN SATUAN 

1 Ketua Rp. 250.000,- Orang Bulan (OB) 

2 Wakil Ketua Rp. 250.000,- Orang Bulan (OB) 

3 Anggota Rp. 220.000,- Orang Bulan (OB) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/


https://jdih.pesisirbaratkab.go.id 
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat. 

 Ditetapkan di    Krui 
pada tanggal     10 Januari 2023 

 
BUPATI PESISIR BARAT, 

                 
                ttd 

 
       AGUS ISTIQLAL 
 

 
Diundangkan di Krui 

pada tanggal  10 Januari 2023 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PESISIR BARAT, 
       

      ttd 
 

JALALUDIN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 432 

 
            SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

KEPALA BAGIAN HUKUM  

KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP 

NIP. 19740526 200212 1 002 
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